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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2023 
TENTANG 

TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN BAGI ANAK 
DALAM PASAL 3A AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 

2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, 

PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI 

KEWARGANEGARAAN INDONESIA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
 

 

Menimbang  :  a. bahwa anak berkewarganegaraan ganda yang belum 
mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih 

kewarganegaraan berhak untuk mengajukan 
permohonan pewarganegaraan dan mendapatkan 

kepastian hukum serta keadilan dalam proses pengajuan 
permohonan pewarganegaraan; 

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan 

keadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, 

Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan 
Republik Indonesia telah menetapkan syarat 
administratif pengajuan permohonan pewarganegaraan 

bagi anak berkewarganegaraan ganda dengan 
melampirkan surat keterangan keimigrasian yang dapat 

diperoleh melalui tata cara tertentu;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan 

Keimigrasian bagi Anak dalam Pasal 3A ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, 

Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan 
Indonesia; 
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Mengingat :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan 

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

2007  Nomor  2,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, 

Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2022  Nomor  130,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6798); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660); 

7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN 

KEIMIGRASIAN BAGI ANAK DALAM PASAL 3A AYAT (1) 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2022 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH 
NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA 

MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN 
MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN INDONESIA.  

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi Orang Asing 

untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia 

melalui permohonan. 
2. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara 

Indonesia. 
3. Anak Berkewarganegaraan Ganda Subjek Pasal 3A ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, 

Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan 
Indonesia  yang selanjutnya disebut ABG Subjek Pasal 

3A adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang belum 
mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih 

kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

4. Surat Keterangan Keimigrasian yang selanjutnya disebut 
SKIM adalah dokumen keimigrasian yang memuat 

keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di 
wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun 

berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun 
tidak berturut-turut sebagai salah satu persyaratan 
permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia 

melalui proses Pewarganegaraan. 
5. Affidavit adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau 

disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan 
sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan 

memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang 

Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri 
untuk berada di wilayah Republik Indonesia. 

7. Pengecekan Keimigrasian adalah pengecekan keabsahan 
dokumen, keberadaan, dan kegiatan Orang Asing yang 

dilakukan dengan cara mendatangi orang, instansi, atau 
tempat lain yang berkaitan dengan permohonan. 
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8. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui 

pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian 
teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan 

undang-undang di bidang keimigrasian. 
9. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
10. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis di bawah 

Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi 
keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau 
kecamatan. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. 
13. Hari adalah hari kerja. 

 
BAB II 

TATA CARA PERMOHONAN 

SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN 
 

Pasal 2 
(1) SKIM diberikan kepada ABG Subjek Pasal 3A yang lahir 

di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dalam rangka Pewarganegaraan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) SKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
berdasarkan permohonan yang memenuhi ketentuan: 

a. merupakan ABG Subjek Pasal 3A; 
b. sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik 

Indonesia untuk jangka waktu paling singkat 5 
(lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 

(sepuluh) tahun tidak berturut-turut; 
c. tidak terdapat dalam daftar pencegahan dan 

penangkalan; 

d. tidak memiliki SKIM yang masih berlaku; 
e. tidak dalam proses Pewarganegaraan atau proses 

menyampaikan pernyataan menjadi warga negara 
Indonesia; dan 

f. bertempat tinggal di Indonesia. 
 

Pasal 3 

(1) Permohonan SKIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) diajukan dengan melampirkan: 

a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;  
b. pasfoto dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam 

sentimeter) terbaru berwarna dan berlatar belakang 
warna putih;  

c. pernyataan integrasi; 

d. kutipan akta kelahiran atau surat yang 
membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan 

oleh pejabat yang berwenang; dan 
e. kutipan akta perkawinan/buku nikah atau kutipan 

akta perceraian orang tua. 
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(2) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), pemohon juga melampirkan: 
a. Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan 

Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan 

ganda subjek Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia yang sudah mendaftar dan belum memilih 
kewarganegaraan; 

b. paspor kebangsaan; 
c. Izin Tinggal;  
d. dokumen perjalanan Republik Indonesia;  

e. surat keterangan dari lurah atau kepala desa atau 
nama lainnya; 

f. ijazah; dan/atau 
g. Affidavit. 

 
Pasal 4 

(1) Permohonan SKIM diajukan kepada Kepala Kantor 
Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal 
pemohon. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang penerimaan negara 
bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. 
 

Pasal 5 

(1) Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan kelengkapan 
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap, 

Pejabat Imigrasi menerbitkan surat perintah membayar. 
(3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan belum 

lengkap, Pejabat Imigrasi menolak permohonan disertai 
dengan alasan penolakan. 

(4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), pemohon dapat mengajukan permohonan 

SKIM kembali dengan melengkapi dokumen persyaratan. 
 

Pasal 6 

(1) Kepala Kantor Imigrasi melakukan Pengecekan 
Keimigrasian pada setiap permohonan yang telah 

diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).  
(2) Pengecekan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan untuk: 
a. memastikan keabsahan berkas asli persyaratan 

kelengkapan permohonan; 

b. mengetahui manfaat dan informasi lainnya 
berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan ABG 

Subjek Pasal 3A yang dilakukan melalui koordinasi 
dengan instansi terkait; dan  

c. memastikan masa tinggal di wilayah negara 
Republik Indonesia untuk jangka waktu paling 
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singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling 

singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. 
(3) Pengecekan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 

(lima) Hari terhitung sejak tanggal pembayaran diterima. 
(4) Dalam melakukan Pengecekan Keimigrasian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor 
Imigrasi dapat berkoordinasi dengan Kepala Divisi 

Imigrasi pada Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal pemohon. 

(5) Hasil Pengecekan Keimigrasian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan yang 
ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi. 

 
Pasal 7 

(1) Dalam hal berdasarkan hasil Pengecekan Keimigrasian 
diketahui pemohon tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala 

Kantor Imigrasi menolak permohonan dan 
memberitahukan surat penolakan kepada pemohon. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil Pengecekan Keimigrasian 
pemohon dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala Kantor Imigrasi 
meneruskan permohonan persetujuan kepada Kepala 
Kantor Wilayah. 

 
Pasal 8 

(1) Kepala Kantor Wilayah meneruskan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada 

Direktur Jenderal disertai dengan pertimbangan.  
(2) Kepala Kantor Wilayah meneruskan permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling 
lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya 
permohonan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi. 

 
Pasal 9 

(1) Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak 
permohonan dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). 
(2) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau 

penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung 
sejak tanggal permohonan persetujuan dari Kepala 

Kantor Wilayah diterima. 
(3) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik 
kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan tembusan kepada 
Kepala Kantor Wilayah. 

 
Pasal 10 

(1) Dalam hal permohonan disetujui oleh Direktur Jenderal, 
Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan SKIM dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal 
keputusan persetujuan diterbitkan. 
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(2) Dalam hal permohonan ditolak oleh Direktur Jenderal, 

Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan surat penolakan 
dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal 
keputusan penolakan diterbitkan. 

(3) Penerbitan SKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Pemohon. 

(4) Penolakan permohonan SKIM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon dan disertai 

dengan alasan penolakan. 
 

Pasal 11 

SKIM dinyatakan tidak berlaku dalam hal: 
a. tidak dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 

berdasarkan Pasal 67A Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh 
Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau 

b. pemegang SKIM meninggal dunia. 
 

Pasal 12 
Format pernyataan integrasi, surat pernyataan tanggung 

jawab mutlak, laporan pengecekan keimigrasian, surat 
permohonan persetujuan, surat penolakan, dan SKIM 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 13 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Maret 2023 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,  
 

ttd. 
 

YASONNA H. LAOLY 
 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Agustus 2023 

 
DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
      ttd. 

 
ASEP N. MULYANA 
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Keternng ..n Speslflk .. al Telenla Sumt P"my ..taan Integroal:
I. Sul'llt pernyataan Integl'llsl:

0... Kettas ukurnn A4;
b. Ruana tepl atns 2 em, ruang tepl bawah 2,:1 cm, Nang tepl k1r1 3

em, runna tept kanon 2 em;
c. HUNf Arlal denpn ukutan II; dnn
d. Jotnk antar barls saru spasl.

2. Kolom nama dUsl dena ..n nama permohon tnnpa gelar .
3. Kolom lempat!tnniiallahlr dUsl denpn tempat lahlr!tnngal-bulan-

tahun (dd-bulnn-yyyyl
4. Kolom Jenls kelamln dUsl deng ..n LakI-laki atau P"rempuan
:I. Kolom keWMpnegaraan dUsl dengnn kewargnnegarnnn rani dlmllild.
O. Kolom N<Im<I Ayah dlls! dengnn n..ma Ayah tnnpa selar.
7. Kolom kewnrgnnegarann dllsl dengan kewargnnegaroan Ayah.
8. Kolom Nn"", Ibu dUal dengan nam" Ibu tanpa gelar.
9. Kolom kewaraaneg araan Ibu dUsl deng an keWMpneg ..r....n Ibu.
10. Kolom alamo I dliol dengan a1am..t lengkop sesual dengnn domlsUi

pemohon dengan formnl :
a, NamaJalan:
b. RT. 000 RW.000;
c. Kel:
d. Kec;
e. Kot"! Kab;
r. Prov; dan
a. Kode!'os.

II. Kolom t"ngal surnt dUsl s.. uaJ deng"n tang ..1 dlajukan
permohonan.

12. Kolom noma terang dll.1 dena"n nama lengkap penjamln.
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Keternngan Speslflka.1 Telenl. Sumt Tanggung Jawnb Mutlllk;
I. SUrat pernyataan tangguna jawab mutlak:

a. kertas ukuran A4;
b. runna tepl otas 2 em, runng topl bawah 2.S cm, runna tepl klrI 3

cm, ruonatepl knnan 2 cm;
c. hurur nrtal dengan ukurnn II; dan
d. j.....k antar bnrIs SOIU spnsl.

2. Kolom nama dUsl dengan nama Subjek Pnsol3A Ayot III tonpo ""Iar.
3. Kolom Jenls kelrunln dUsl denion LaId-laid arau ""rempuan.
4. Kolom tempat Inhlr dust dengan kota, negam tempot l""lr.
S. Kolom tongglll Iahlr dUsl dengan tangglll-buJon-tIlhun [dd-bulan-

yyyy}.
O. Kolom kewnrganegaraan dilsl dengan kewarganegaraan yang dimlllkl.
7. Kolom Nama Ayah dUsl dengan namn Ayah tanpa gelar.
8. Kolom Kewnrgnnegarnan dUsI dengan kewarganegnman ayah.
9. Kolom Nama Ibu dUsl dengan nama Ibu lanpa gelar.
10. Kolom Kewnrgnnegarnan dUsl dengnn kewnrganegnmnn Ibu.
II. Kolom alamat dUsl dengnn alamot lengkop sesual dengan domlslll

pemohon dengnn format:
a. Nama jalan:
b. RT.OOORW. 000:
c. Kel:
d. Kec;
e. Kotn/Kob;
r. Prov; dan
g. Kode Pos.

12. Kolom nomor I s.d. S dst. dUsl denaan jenls dokumen tambnhan dan
nomor dokumen.

13. Kolom nama Snksl I dUsl denian nama lengkap tanpo geiM.
14. Kolom NIK Sak.1 I dUsl dengon Nomor Induk Kependudukon KTP

WNI.
IS. Kolom nama Sokol UdUsl dengan nama lengkop tnnpo ""Iar.
10. Kolom NIK Sakal 11dUsl dengan Nomor Induk Kependudukan KTP

WNI.
17. Kolom namo terang dtbawah t.andntangan snksl I dU.1 dengan namo

lengkop saksll tanpo gelar,
18. Kolom nama terang dlbnwllh tandntangan sakal 11dllsl dengan nama

lengkop saksl11 tanpa gelar.
19. Kolom yang membuat pernyataan dUsI dengnn nama kOla/ kobupoten

tempot, tanggai dUsl pada harl permohonan deng"n mencantumkan
nama lengkap yang membuat pernyataan tanpa gelar.

19. Sural ""myat""" Tanggung Jawab Mutlnk (SPTJM) dl lengkopl juga
deng"n copy KTP soksl yang tertern pada "ngka 13 dan IS.
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Keterungnn spesmknsl Telenls Lnpomn Pengeceknn KelmlllrnslD.n:

I. Lnpomn Pengeceknn KelmlgraslD.n:
a. kertas ukuran A4;
b. ruang tepl OlD.s2 em, ruang tepl bawah 2,~ cm, runng lepl klrI 3

em, Na.ng lepl kanan 2 em:
c. huruf ortlll dengan ukurnn II; dan
d. Jnrnk antar barts satu sposi.

2. Kop Surol:
a. Kolom kantor wUoyuh dUsl dengon osnI Kanlor wUnynh:
b. Kolom konlm kelns dUsl dengan kantor Imlgmsl;
c. KolomJllIan dllsl dengon nlnmat leniknp kantor Iml&rnsl;
d. Kolom telepon dllsl denpn nomor telepon knntor Imlll'nsl;
e. Kolom rokslmlll dllsl deniM nomor roks kantor Imlll'Osl;
r. Kolom taman dllsl dengan Inmon re"ml kantor Iml&rnsl;don
s. Kolom emnll dllsl dengan alamat emnll resml kantor Imigrnsl;

3. Kolom permohonan dllsl denaan Jenls permohonnn.
4. Kolom A.N dllsl denpn name SubJek PnsnJ 3A .
~. Kolom dasar dllsl densan dasar hukum pelaksonnan pengecekan

kelmlgmslan.
O. Kolom maksud dan tujuan dllsl densan maksud dan tuJuan

dllakukan pensecekan kelmlgroslD.n.
7. Kolom petugos petaksana dust dengon dnrID.r noma pelugO"

dllengknpl dengan NIP dan Noma Jnbalon.
8. Kolom keglaton yanS dUnksonoknn dllsl dengon kronologls

pengeeekan kelmlgraslD.n yong memuat woktu, nnmn tempat,
Inslansl, ateu oruns yong dl dOlD.ngt dan dlmlntal keterongnn
berkaltnn dengan permohonan Skim.

9. Kolom hasll yang dlcnpal dllsl dengan fakta-fakta yong dlternuknn
tentnng kenbsnhnn berkas permohonnn, mnruaat, Inrormosl dan
keglalD.n serta telD.hmemenuhl maID. UnggnJ paling slngknt ~ tahun
berturut-rurut ainu 10 tahun tldak berturut-turur oleh subJek pow
3AAyet (I" dan dldukung dengan dekumentasr k"llieton.

10. Kolom keslmpu!an dan snron dllsl dengan rekomendasl bagt SubJek
Pasn! 3A Ayet (I,.

II. Kolom dtbuat dl dllsl dengan kota atau kabupaten.
12. Kolom I.anggal dllsl dengan tnnggal dlbuntnya taperan.
13. Kolom NIP dUsl dengan NIP pembunt surat.
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Keternngan SpeslOknsl Telenls SUrat Permohonan PersetuJWlIl oleh Dlvlsi
Kelmli""slnn:
1. SUrat rekomendasl persetujuan pembertan SKIMkepodo Dlrjenlm:

a. kenas ukuran A4:
b. ruans tept otas 2 em, ruang tepl bawah 2,~ em, ruans tepl k1r13

em, ruona lepl kannn 2 em;
e. huruf artal den"an ukuran 11; dan
d. jarak antar boris seru sposl.

2. Kop Sura"
a. Kolom kanter wtlaynh dUsl dengan asal Kanlor Wllaynh:
b. Kolom alamal dUsl dengan a1amol lengkop kantor wllaynh:
e. Kolom telepon dllsl dengan nomor lelepon karuer wtlaynh;
d. Kolom rnkslmlll dUol densnn nomor rnks kantor wtloYdh;
e. Kolom laman dUsl dengan taman resml kantor wUaynh;
r. Kolom email dUsl dengan alamat emrul reoml kantor wtlaynh; dan
S. Logo pengoynman berada dl se belah k1r1.

3. Kolom nomor sural dllsl dengan nomor sural.
4. Kolom A.N dUsl dengon noma pemohon tanpo gelar.
~. Kolom kantor Imlgrasl dUsl dengon kantor ImlJltosl nanl permohonnn.
6. Kolom Nomor dUsl dengan nomor sural dart Kepala KnnlOr Imlgrnsl.
7. Kolom lnnggal dUst dengan langgnl suml dart kepala kantoe Imlgrasl.
8. Kolom nama dUsl dengan noma WNAtanpa selor.
9. Kolom lempol!lnnggallnhlr dUsl dengan tempar Inhlr! lan&&al·bulan-

lOhun {dd-bulan-yyyy!.
10. Kolom Jenls Kelomtn dUsl dengnn jenls kelamln pemohon
11. Kolom kewargnnegornan dUsl dengnn kewargonegaronn asal WNA.
12. Kolom nomor permohonan dUsl dengen nomor permohonan.
13. Kolom Nama Ayah dUsl dengon nama aYdh lnnpo gelar.
14. Kolom Kewargnnegaman dllsl dengnn kew"'B"negamnn ayah.
I~. Kolom Nama Ibu dUsl dengon nama tbu tanpa gelor.
16. Kolom Kewargnnegamnn dUsl dengon kewarganegamon (bu.
17. Kolom emllll dllsl dengon eml11lpemohon.
18. Kolom no telepon dUsl dengnn nomor telepon pemohon.
19. Kolom noma terang dllst dengan nama lengknp Kepala Dlvlsi Imlgrosl

lengkap.
20. Kolom NIP dllsi dengon Nomor Induk Pegewru Kepala Kantor Imlgrasl.
21. Kolom Kepolo Kantor Wllaynh Kementerlnn Hukum don HAM eIIlsl

denaan Kantor WlIaynh asal UPT.
22. Kolom kepala kantor tmtgrasl dUsl dengan kantor Imlgrasl asal

permohonan.
23. Menggunakan Tanda lnngon digital.
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Kelernnllnn Speslftknsl Tekn1s SUral Permohonnn Penetujunn oleh Kepala
Kanlor Imlgrnsl:
1. Sural permohonan perserujuan pemberton Skim kepada Kndlvlm :

a. kertns ukuran A'4;
b. NAng rept alns 2 em, runnillepi bnwnh 2.:1em, ruang lepl klrI 3

cm, rua"" tept kanan '2 em;
c. burur arial denllan ukuran I I; dan
d. jnrak antnr barto satu opaoL

2. Kop SUrol;
a, Kolom kantor wUoyah dUoldengon ow Kanlor WUlIynh:
b. Kolom kanlm ketao dllsl dengnn kamor Imlgrnol;
c. Kolomjaloo dUolden"oo nlrunallenllkap kantor Imlgraol;
d. Kolom telepon dUoldengan nomor telepon kanter Imlgr,,"l;
e. Kolom rakslmlll dUol dengnn nomor roko kantor Imlgrasl;
r. Kolom Inmnn dUoldengnn laman re sml kanter tmlgrnsl;
g. Kolom ematl dUst dengan nlamat emoll reoml kantor Imlgr,,"l;

don
h. Logo pengnyomnn bernda ell .. belnh klrI.

3. Kolom nomor sural dUoldengan nomor sural.
4. Kolom A.N dUsl dengnn nama pemohon mnpo solnr.
:I. Kolom Kepala Kanlor Wlloynh Kemenlerton Hukum dan HA~tdlIsl

dengen nsal Kanlor \\'llaynh .. suo! dengoo sural dlbuat,
6. Kolom Nomor dUsl dengnn nomor permohonan.
7. Kolom tangs,,1 dllsl dengoo mnggal permohonan.
8. Kolom nama dUsl dengon nama WNAtoopo "elor.
9. Kolom t-.mpot/tanggnl Inhlt eIlloldengoo temp"t lablr / tanggn)·bu)oo·

tahun {dd·buloo·yyyyl.
10. Kolom jents kelamln eIllsl dengnn jenls kelamln pemohon
II. Kolom kewnrgnnegnrnon eIllsldengnn kewnrgnnegnraan ow WNA.
12. Kolom nomor permohonan dUoldengan nomor permohonan.
13. Kolom Nama Aynh eIllsldengnn nama "ynh tanpa selar.
14. Kolom KewnrgMeanraan dllsl dengon kewnrgnnegnrann aynh.
1:1. Kolom Nama Ibu dUsl dengoo nama Ibu tanpa ""Inr.
10. Kolom KewMianegnraan dllsl densnn kewMinnegnrann (bu.
17. Kolom emoll dllsl dengan email pemohon.
18. Kolom no telepon dUsl dengan nomor telepon pemohon.
19. Kolom nama terans eIllsldengnn nama lengkap Kepo13Kantor

Imlgrasllengkap.
20. Kolom NIPdUal deng"n Nomor Induk Pegawal Kepala Kantor Imlsraol.
21. Kolom Kepnla Kantor Wllayoh Kemenlertan Hukum don HAMdUol

dengnn Knntor WUnyohow UPT.
22. Menggunnknn Tnnda tangan digital.

2023, No.613 -18- 



T_
I M__ HIutkum EMn HMt At
1. S.krtol,,.. J.endltaf KMntn~.rfltl H'-':um Den HAM RI:
1 tn~tUf ~f" Kono*"Otbn Huk;um Dun HAM AI.
.. Oir.~urJ.,.,.,'Irrip' ....
} Ke:pflia ~ncot ""Ilwy6h Kflfnentfofiftn Hullum O'ln HH.'

NIP

G--

8etde • .,kM pu.. lA Aya, t P.,.n"e,n P.nwtfntltt NomOI21 TaI'Iun2022 elM P.ul 3
P.,~.n J,1fnteoff Hukum din Ham NOmof . ..•. Tlhun T_ana Ta'a C.,.
P..moMMn Swa' Ka.trf.l'\gMKtIrigr • ..a.n O~ Ano o.e.m P ]A Aya. (I) Per.... '."
P~I.h Hornor2. T.., 2022 Tamant PM.C)Itt.n Aw p.,.turln PttMtintah Nomer 2
Itlhufl 1'001 1__ 1"19 rat .. c.t.. MompfIfa6oh Kel~n PemtN!4~ OM Mempiltoleh
Ktfnboi KIYwIWgI""'P, •• n Indon"", dill"!! d~tuJIlI dan .., ..... eny. ", .. kIII,,,­
cMngel'l mMCttMken SKIM s..~ PM.a 3A Ay.' (I)

~untuk~.n

Mtn+Jk ...... K.... K~tor 'Mtolyllh K~ Iluk""" Dan IIAM Homot'
Wl0.GR0205- ~ cbn ...... t S.udova Nomof W10 IMIIMI 5-(;R 02 06-

IanggoI • _ .. _"''''-fIOI-·'N.an\e .•..•.• ._ •.
Tempel TanggM l...ef'*
J"'K.~
Ktw·VII""'9"" ....n
NomoI P...mohonan
Name Ay.'"
KewWOant9.,aan
Namalbu
Kew~., ••"
.... M
No r.pon

V", Kopa" Kanw .......
OIT,moat

I I.N.....
"_"'a..... ... 3oGR02 es-

PEASErWUAN PE.... 8t:RlAN SURAl Kl:rtRAHGAH
KEIrlUCRASIAN SU8JEK PASAL 3.A AYAl C" PV.
NO. " rAHUH 201'
an .

j(SIEHTERIAN HUKIJM DAN HAl(ASASO~IANUSIA REPU81IK INI)()I<I;SIA
DIREI<TOAATJENOERAl.IM_

JL II R.RASUNA SAID tcAV&.9 KUNINOAN
T... P<Jft • r .QIrnIIt lltNn . tmIiI ..

F. BENTUK DAN FORMAT SURAT PERSETWUAN PERMOHONANOLEH
DIREKTUR JENDERAl. IMIORASI

2023, No.613 
-19- 



Keternnglln SpeslOknsl Teknls Surat Persetujuan Permohonan oleh
Dtrektur Jenderlll Imlgrllsl:
I. Surnl Persetujunn Dlrektur Jendeml Imlgrasl Pernbertan Suml

Kelernnann Kelmlgraslan PIlsn!9:
a. kertas ukurnn A4;
b. ntruIa tepl alas 2 em, ntruIg lopl bnwnh 2.~ em. ntruIg tept kIrI 3

em, ruana lepl kanan 2 em;
e. huruf artal dengan ukurnn I I; dnn
d. jnmk antar bru1s satu sposl.

2. Kop Suml:
a. Kolomlelepon dllsl dengan nomor telepon resml;
b. Kolomrakslmlll dUsIdengnn nomor raks resml;
e. KolomInman dllsl dengan taman resml;
d. Kolomemail dllsl dengan alamat emall resml; dan
e. t.oeo pengayomnn berada dl sebelah klrt.

3. Kolomnomor sural dllsl dengnn nomor sural.
4. KolomA.NdUsldengnn nama pemohon.
s, Kolom Innggal dUsldengnn tangglll perserujuan
6. KolomKepola Kanlor Imlgmsl dllsl dengan asnl kantor Imlgmsl sesunl

dengnn sural dlbuat,
7. Kolom Kepala Kanlor Wllnyah Kementertan Hukum dan HAMdUsl

denaan asnl Kanlor wlloyah sesunl denaan surer permohonan.
8. KolomNomor dUsldengnn nomor sural permohonan.
9. Kolom tnnggal dUsldengnn tanggal sural dtterbttkan,
10. KolomNomor dUsldengnn nomor sural permohonan
I I. KolomTllnagal dUsldengnn langgal sural dlterbltkan.
12. Kolomnama dust dengan nama pemohon tanpo gelar.
13. Kolom lempal!tangeallnhlr dUsl dengan lempal lahlr! tangeal-bulan-

tnhun (dd-bulan'yyyyl.I.. KolomJenls Kelamln dUsl dengan )enls kelomln pemohon
I~. Kolomkewargnneaaman dUsldengan kewllrgnnegaman asal WNA.
16. Kolomnomor permohonan dllsl deng"n nomor permobonan.
17. KolomNrunaAyah dUsldengnn nama ayah pemohon.
18. KolomKewarganeaarann dUsldengnn kewarganeaaman ayah.
19. KolomNruna Ibu dUsldengnn nama Ibu pemohon.
20. KolomKewarganeaaman dUsl dengan kewarganeaaman (bu.
21. Kolomemail dllsl dengan nlamal email pemohon.
22. Kolom No.Telp Penjamln dUsl dengan nomor telepon penjamln atau

penangaungJawab.
23. Kolom nama lerang dllsl dengan nama lengknp OIrektur lzln Tlnggnl

Kelmlgtaslan.
2.. Kolom NIP dUsl dengnn Nomor Induk Peaawal Dlrektur I%In"nagal

Kelmlgmsl4n.
2~. Kolom Kepala Kanlor Wllayah Kementertan Hukum don HAMdUsl

dengan Kanlor Wllayohasal UPT.
26. Mengaunakon Tonda lanean dlgttnl.
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Keternngan Spesl1lknsl Teknls Surat Po!nolakan Po!rmohonan oleh Dlrektur
Jenderlll Imlgrasl:
I. Sur .. t Po!nolnkan Po!rmohonan SKIM:

a. kenas ukuran A4:
b. ruang tepl ntns 2 em, ruang topl bawnh 2.~ em, tuang lepl klrI 3

em, ruona lepl kannn 2 em;
c. hurur artal den&an ukuran 1I; dan
d. jarak antar bntI. seru spas].

2. Kop Sura"
a. Kolom JllIan dUsl dengan nlomat lengknp Dlrektorat Jenderlll

Imlgm.l;
b. Kolom telepon dllsl dengan nomor telepon Dlrektorat Jenderlll

Imlgrasl;
c. Kolom rakslmUi dll.1 dengan nomor raks Dlrektornt Jenderlll

Imlgmsl;
d. Kolom loman dUsl dengan Inman resml Dlrektorat Jenderal

ImJgrasl;
e. Kolom emnll dllsl dengan alamat email re.ml Dlrektornt Jenderal

Imlgmsl; dan
r. Logo penll"yoman berada dl sebelnh Idrt.

3. Kolom nomor surat dllsl dengan nomor surnt Kopalo Kantor WlIoyah
Kementertan Hukum dan HAM.

4. Kolom InnllSal dllsl dengan InnllSal dlterbltknn surat Kepala Kantor
WlIayah Kementertan Hukum dan HAM.

~. Kolom nomor surat dllsl deng= nomor surat Kepala Kantor Imlgrasl.
O. Kolom tanllSllI dllsl dengan tanllSllI dlterbltknn surat Kepala Kantor

Imlgrasl.
7. Kolom nama dUsl dengan nama pemohon tanpo gelor.
S. Kolom tempat/tanggo.llnhlr dllsl dengan tempat Inhlt/lanllSo.I·bulan-

tnhun Idd·bulnn·yyyyl.
9. Kolom Jenl. kelomln dllsl den&an LaId·laId atau Po!rempwln.
10. Kolom kewarganell"rnnn dUsl dengan kewarganegnman pemohon.
II. Kolom Nama Aynh dU.1dengan nama ayah pemohon.
12. Kolom koWDtJl"n<&aman dll.1 dengan kewnrganegnrnan ayah

pemohon.
13. Kolom NIlma Ibu dllsl dengan nama Ibu pemohon.
14. Kolom kewnrganegaraan dUst dongan kewarganegnmnn Ibu pemohon.
I~. Kolom namn lorang dllsl dengan nama Iengknp Dlrektur l%ln11nggo.l

Ketmlgraslru1.
10. Kolom NIP dU.1 dengan Nomor Induk Po!gawal Dlrektur IzIn 11nggal

Kelmlgra.lon.
17. Kolom Kepalo Kanlor WlIayah Kementertan Hukum dan HAM dllsl

dengan Kantor Wllnynh aso.] UPT.
IS. Menggunnknn Tonda langan dlgltnl.
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Kewiv9Ml1JlWun
HamaIOU-.._"",

();ooI.)ktar........ __ 'Y.'"MbagoI ...... s..... _ _. K""·lIill"""
~ PaullA Ay.. (1) btrct.MfkIn pa ... 3 Ptm,.w'In MiIn<tf'!ttuto.mdintllm Nomor . ,.
T_ l_ T",.c...PoI_ s..... I<oIto_KoIn-i!Ir... nlIogj .... k0......
_ 3AAr. (111)<<.. ,,,... Ptine__ 21 T_ 2022T_ Potu_ .....
Pttn.r., PtmNIrUh Nomot 2 r.hun 2001Ttneq laQ Car. Memptfoloh ~
Ptnt>IItlan Dan MtU4*lolth KAtfnbII tc...'1tgMI9IIt .. w ..•.. •••• 1'Io"mohonIn dapec
~~klift kembil ~ IIDbhmlmenuH ,*,.,.•• ~...." PIf---,_.._JI'bbt_

Yl!I

in..;;;.0.
MoNJ<* "". Nome< : _ . . _ •__ ... _ H

~ -. PoImoI_ns.rar Kao... 1lfPI' KAIImIgr_"_ <be.

PEIIOV\KAH SURAl KElERAHGAH ME_SlAH
PASAllA AYAl (II Pr. NO. 21 TAllON 2022

27""2021~'/l0 !Ml1M." GR02 es-

KEMEllTERIAH HUKUM!WI tW< ASASI MNIVSII< RIKANTORWIlAYAH _
MAHIOR1_51 _
lolopon __• __ •F •

Lemon Eftd
II

H. BE:NTVK DAN FORMAT SURAT PENOLAKAN PE:RMOHONAN OLE:H
Ke:PALA KANTOR IMIORASI:
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Keterunsan Sp6lRknsl Teknls Suml Penolakan Pennohonnn oleh Kepala
Kanlor Imlgra.l:
I. Surnl Penolokan Pennohonan SKIM:

a, Kenas ukuran A4;
b. Runng tepl atas 2 em, ruana lepl bawah 2,:$ em, NOng tepl klrt 3

em, NOna tepl kanan 2 em;
c. Huruf MIni dengan ukurnn 11;dan
d. Jnrok antar bnrIs snlu spasl.

2. KopSUral;
a. Kolom kantor wUayah dUsl dengan ns3I kanter wllnyah;
b. Kolom konlm kelas dU.1dengan kantor Imlgm.l;
c. KolomJalan dUsl dengan alarna; lengkop kanlor Imlgra.l;
d. Kolom telepon dUsl dengan nomor lelepon kamer Imlgr",l;
e. Kolom fakalmiU dU.1dengan nomor faka kantor Imlgrosl;
r. Kolom laman dUsl dengnn Inman resmt kanter lmlgmsl;
g. Kolom emall dUsl dengnn a1amnl email resml kantor Imlgr",l;

dlln
h. Logo pengnYOmM berada dl sebelah Idn

3. Kolom nomor sural dUsl dengan nomor sural.
4. Kolom Ylh. OIlsl denaan nama pemohon lanpa gelar.
:$. Kolom Nomor dUsl deni"n nomor pennohonnn.
O. Kolom tangglll dttst dengan tanmal pennohonnn.
7. Kolom nama dUst dengan nama pemohon tanpo gelar.
8. Kolom tempal!lanmal lahlr dUsl deniM temper lahlr! !anmnJ·bulan-

tahun Idd-bulan-yyyyl.
9. Kolom Jenls kelamtn dUsl dengen laid-laidatau Perempunn.
10. Kolom kewnrganegaroan dUst dengan kewllrgMesnroan pemohon.
II. Kolom Namn Ayah dUal dengan nama ayah pemohon.
12. Kolom kewnrgonesllrnnn dUsl dengnn kewnrSMeiarnan nyoh

pemohon.
13. Kolom Nama Ibu dUal dengan nnma Ibu pemohon.
1'1. Kolom kewargnnegllrnnn dUsl dengnn kewnrgnnesnronn Ibu pemohon.
1:$. Kolom nama lerang dllsl dengnn nama lengkop Kepala Kanlor

Imlgrasl.
10. Kolom NIPdnst dengM Nomor Induk Pep"""1 KepnJ" KIlnlor Imlgro.l.
17. Kolom Kepalo Kanlor WUnynh Kemenlenan Hukum dan HAM dUal

dengan Kanlor WUayah asal UPT.
18. Menggunnknn Tando IMp.n digital.
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NIP•.••

KEPAlA KANTOR,

..., ...

Adalah Subjek Pasal 3AAyat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022
Tentang Perubahan AlaS Peraturan Pemerlntah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang
Tata tara Memperoletl Kellilangan Pembatalan Dan Memperolell Kemball
Kewarganegaraan Indonesia dan sudah bertempat tlnggal di wilayah Republik
indonesia salama 5 (lima) tahun berturut-turut

Demiklan SUrat Keterangan Kelmlgraslan Inl dlterbitkan untuk
dipergunakan sebagal persyaratan memenulll ketentuan Pasal 9 Undang-Undang
Nomor 12Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republlk Indonesia .

Berdasar1tan Keputusan Oil'El¢Ur .IendEfiIl Imlgrasl Nomor ... tanggal ...,
denganlnl menerangkan bahwa:

Nama
Tempat lallir
tanggal lallir
NIKlM/NIORA
Status Slpli

Kewarganegaraan
Nama Ayahflbu
Kewarganegaraan Aylll
Nama lbu
Kewarganegaraan [bu
Alamat tempat tlnggal

SURAT KETERANGANKEIMIGRASlAN
Bagl Anak B4mcewarganegaraanGandaSubJekPasal 3A Ayat (1)
Peraturan Pemerlntah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata tara
Memperoleh Kehllangan Pembatalan DanMemperoleh Kemball

Kewarganegaraan Indonesia
Nomor: •.••.•.•••.••.••.•••••••

KEMENTERIAN HUKUMDAN HAl( ASASI MANUSIA REPlJBUK
INDONESlAKANTORW1LAYAH...

KANTOR IMIGRASI ...

I. BE:NTVK DAN FORMAT SKIM MASA TINOOAL !I (L.IMA) TAHUN
BE:RTURUT-TURUT
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NIP....

KfPAlA KANTOR,

...,'"

Adalah Subjek Pasal 3A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 202.2
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Hornor 2 Tahun 2007 Tentang Tata
cara Memperoleh Kehllangan Pembatalan Dan Memperoleh KembaU
Kewarganegaraan Indonesia dan sudah bertempat tinggal di wtlayah Republlk
Indonesia se!ama 10 (sepuluh) tahun tldak berturut·turut.

Oemlkllln Surat Keterangan Kelmlgraslan InI dlterbftl(an untuk dlpergunakan
sebagal persyaratan memenuhl ketentuan Pasal 9 UndMg-tlndang Hornor 12 Tahun
2006 Tentang KewarganegaraanRepubllk Indonesia.

Berdasar1<anKeputusan OIrektur Jenderal lmlgrasl Nomor ... tanggal ... , oengan
Inl menerangkan bahwa:

Nama

Tempat lahlr

tanggal lahlr

NIKlM/NIORA

Status Sipil

Kewarganegaraan

NamaAyahflbu
KewarganegaraanAyah

Nama lbu

Kewarganegaraan Ibu

Alamat tempat tlnggal

SURAT KETIERANGAN KIEIMIGRASIAN
Bagl Anak Berkewarganegaraan Ganda SubJek Pasal 3A Ayat (1)

Peraturan Pemerfntah Homor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerlntah Homor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Clira
Memperoleh Kehllangan Pembatalan Dan Memperoleh Kemball

Kewarganegaraan Indonesia
Nomor : ..

KfMENTERIANHUKUMDANHAl( ASASIMANUSIAREPU8UKINDONESIA
KANTORWILAYAH .

KANTOR IMIGRASI .

J. BENTUK DAN FORMAT SKIM MASA TINOOAL 10 (SEPUWHI TAHUN nDAK
BERTURUT·TURUT
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ltd.

YASONNAH. LAOLY

MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,

I. Catntnn pada lembar haJamnn be1nkanll:
'Untuk menJadlknn perhntlan:

Berdasarknn Paw II ~raturan M.nt.rI Hukum dan Hnk Aaaa. M,muslo
Nomor ...Tnhun ... T.ntnng ...• bahwe Skim dlnYlltaknn gugur dan tldak
beriaku dalam hal:
a. TIdnk dlpergunnkan sampru dengan tnn&gal31 Mel 2024 berdasnrknn

Paaa) 07A ~roturnn ~erlntnh Nomor 21 Tahun 2022 tenlnng

~rubnhan Alaa ~mturon ~merlntah Nomor 2 Tahun 2007 Tentllng
Tota Cara Memperoleh Kehllangon ~mbntalnn Dan Memperoleh
KembaJl Keworganegaraan RepubUk Indonesia; atau

b. ~m"ll0ng SKIMmenlnl!llaJ dunlo.

contoh: SK A 1234:507;

: SK (kode skim) + I digit huruf

(kode ratusan rlbu) .. 7 digit

cream colored (krem) :

border berupa gnna tebaJ wnmn
blru rue;

M (kunrto);

Wotermark Image logo IMIORASI;

pajak knnan atna lembar
dokumen;

n. Font teks

b. wnmnfont

c. Wnmn dnsnr kenaa

d. Plngglr ke 4 (empnt) alai dokumen

e. Ukurnn kenns dokumen

r. Baglnn tengnh dokumen

g. Nomor Serl Blnngko

h. ~nullann Kode

Keternngan SpealOka.1 Teknla Lembnr Ookumen SKIM:

Tahoma, dengnn uJcurnn 11,:5 . 12;

hltam;
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